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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1120/Pdt.G/2025/PA.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan  mengadili  perkara tertentu pada tingkat  pertama yang

dilangsungkan  secara  elektronik  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara

cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Lahir di Tangerang, 10 Febrauari 1988, Umur 36 Tahun, Agama

Islam,  Pendidikan  SD,  Pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,

Tempat  tinggal  di,  Kota  Tangerang,  Provinsi  Banten.

Alamat  Email:  sartikasarti520@gmail.com,  Nomor  Hp:

085694866857. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Lahir di Karawang, 09 November 1985, Umur 39 Tahun, Agama

Islam,  Pendidikan  SD,  Pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,

Tempat  tinggal  di,  Kabupaten  Karawang,  Provinsi  Jawa

Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah  membaca  dan  mempelajari  berkas  perkara  serta  mendengar

keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  alat-alat  bukti Penggugat  di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025 telah

mengajukan  Gugatan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Tangerang,  dengan  Nomor  1120/Pdt.G/2025/PA.Tng,

tanggal  15  Mei  2025,  telah  mengemukakan  hal-hal  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Karawaci,  Kota

Tangerang,  hal  ini  sesuai  dengan  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

450/09/VI/2008 tertanggal  04 Juni 2008;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal  terakhir  bersama  dikediaman  orang  tua  Penggugat  di  Kota

Tangerang;

3. Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

bercampur  (ba’da  dukhul)  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  sudah

dikaruniai seorang anak yang Bernama: ANAK

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

berjalan  dengan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Juli  2012  keharmonisan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:

4.1. Bahwa  Tergugat  diketahui  memiliki  Wanita  Idaman  Lain  (WIL),

sebagaimana dibuktikan langsung oleh Penggugat melalui handphone

Tergugat, dan telah diakui oleh Tergugat bahwa ia telah menikah siri

dengan wanita tersebut;

4.2. Bahwa  Tergugat  tidak  menjalankan  tanggung  jawab  sebagai  ayah,

termasuk  tidak  memberikan  nafkah  anak  maupun  membiayai

kebutuhan pendidikan anak;

4.3. Bahwa  keluarga  Tergugat  sering  mencampuri  urusan  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  sehingga  mengganggu  keharmonisan  dan

kestabilan rumah tangga;

5. Bahwa,  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  sekitar  bulan  Juni  2014,  yang  akibatnya  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat

dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu baik Penggugat

maupun  Tergugat  sudah  tidak  ada  lagi  hubungan  sebagaimana  layaknya

suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta

Penggugat  merasa  tidak  sanggup  lagi  untuk  melanjutkan  rumah  tangga
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dengan  Tergugat  oleh  karenanya  Penggugat  berkesimpulan  satu-satunya

jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa,  dengan  fakta-fakta  tersebut  diatas  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa,  terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar  dibebankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa,  pada  hari-hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

telah  datang  menghadap  sendiri  ke persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak

datang dan  tidak  menyuruh  orang lain untuk  menghadap  sebagai

wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor

1120/Pdt.G/2025/PA.Tng,  yang dibacakan  di  persidangan  Tergugat  telah

dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun

kembali  dengan Tergugat,  namun tidak berhasil.  Oleh karena Tergugat  tidak

hadir  di  persidangan,  maka  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

sebagaimana  ketentuan  Pasal  17  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap

litigasi  yang tertutup untuk umum dengan diawali  pembacaan surat  gugatan

Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat  tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar

keterangannya  sehingga  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

pembuktian;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan pemerintah

Kota  Tangerang  yang  telah  dinazegelen,  kemudian  Ketua Majelis

mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti

P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 450/09/VI/2008 tertanggal  04 Juni

2008  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Karawaci  yang  telah  dinazegelen,  kemudian

Ketua Majelis mencocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok,  diparaf dan

diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi

yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di  persidangan  yang

pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI,  umur  40  tahun,  agama Islam,  pekerjaan Ibu  Rumah  Tangga,

tempat kediaman di Kota Tangerang;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri,  dan  sudah

dikaruniai satu anak;

- Bahwa saksi mengetahui,  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah  tidak  harmonis  sekitar  sejak  tahun  2012  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah  melihat dan mendengar sendiri  antara Penggugat

dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan Penggugat juga bercerita

kepada  saksi  tentang  kondisi  rumah  tangganya  yang  tidak  harmonis

dengan Tergugat;

- Bahwa  saksi mengetahui penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut karena Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan perempuan

lain;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juni 2014

hingga sekarang, dimana Tergugat pergi dari rumah dan sekarang sudah

tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa saksi  sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi  sudah  tidak  sanggup lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;Dudung Abdul Hamidng Prasetyo bin Soetiyant

2. SAKSI II umur 42, agama Islam, Buruh, alamat tinggal Kota Tangerang;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri,  dan  sudah

dikaruniai satu anak;

- Bahwa saksi  mengetahui,  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah tidak harmonis sekitar sejak tahun awal 2012 karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri  antara Penggugat

dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan Penggugat juga bercerita

kepada  saksi  tentang  kondisi  rumah  tangganya  yang  tidak  harmonis

dengan Tergugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut karena Tergugat mempunyai hubungan dekat dengan perempuan

lain;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  rumah  sejak

pertengahan  tahun  2014  hingga  sekarang,  dimana  Tergugat  pergi  dari

rumah dan sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa  saksi  sudah  pernah  berusaha  memberikan  nasihat  kepada

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi  sudah  tidak  sanggup lagi  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa Penggugat  menyatakan tidak mengajukan  bukti  tambahan lagi

dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya semula serta mohon agar

gugatannya dapat dikabulkan;
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Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat

dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan

tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  hadir  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah

meskipun telah dipanggil secara  resmi dan  patut sebagaimana relaas Nomor

1120/Pdt.G/2025/PA.Tng,  dan  tidak  ternyata ketidakhadirannnya  karena

sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi

tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo

tidak dapat dilakukan  mediasi  sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap

litigasi.  Majelis  Hakim  telah  berusaha menasehati  Penggugat untuk  rukun

kembali dengan Tergugat,  namun tidak berhasil,  sedangkan Penggugat tetap

mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada

pokoknya Penggugat  mohon diceraikan dari  Tergugat  dengan alasan bahwa

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  sudah  tidak  rukun sejak Juli 2012

karena  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan Tergugat

mempunyai  hubungan  dekat  dengan  perempuan  lain  dan  adanya  campur

tangan  dari  keluarga  Tergugat  yang  akibatnya  antara  Penggugat  dengan

Tergugat berpisah rumah sejak Juni 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar

keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang,  bahwa untuk  menentukan  apakah  gugatan  Penggugat

beralasan  hukum  dan  tidak  melawan  hak,  Majelis  Hakim  perlu

mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena

adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah,

juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan

dan pertengkaran,  maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi  keluarga
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atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang

diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1 s/d P-2 dan 2 (dua)

orang saksi seperti diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya secara

formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni

sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Bea Meterai  jo.  Pasal  1888 KUHPerdata.  Adapun secara  materiil,  alat  bukti

tersebut  relevan  dengan  dalil  Penggugat  dan  keterangan  saksi  Penggugat

sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan

mengikat  (bindende bewijskracht)  (Pasal  1870 KUH Perdata  dan Pasal  165

HIR).  Oleh  karena  itu, terbukti  bahwa Penggugat  berdomisili  dalam wilayah

hukum  Pengadilan  Agama  Tangerang,  maka  perkara  ini  adalah  wewenang

Pengadilan  Agama  Tangerang,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  73  ayat  (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  adapun  bukti  P-2  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta

Nikah Penggugat dan Tergugat yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan

aslinya secara formil dapat diterima  karena telah memenuhi ketentuan formil

pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara

materiil,  alat  bukti  tersebut  relevan dengan dalil  Penggugat  dan keterangan

saksi Penggugat,  sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig

bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata

dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa antara Penggugat dengan

Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena

telah  memenuhi  syarat  formil kesaksian  yakni  disampaikan  di  muka

persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil dimana kedua saksi pernah

melihat  dan  mendengar  sendiri  pertengkaran  tersebut,  sehingga  keterangan
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kedua  saksi tersebut  saling  mendukung  satu  sama  lain  yaitu  sama-sama

menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak

rukun lagi hingga keduanya berpisah rumah hingga sekarang,  juga mengenai

keberadaan  anak  yang  saat  ini  tinggal  bersama  dengan  Penggugat,  serta

kemampuan Penggugat untuk merawat anak dengan baik,  maka berdasarkan

ketentuan  Pasal  171  dan  172  HIR,  kesaksian  tersebut  dapat  diterima  dan

dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-2 dan kesaksian 2 (dua)

orang  saksi  serta  keterangan  Penggugat  tersebut,  Majelis  Hakim  telah

memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  yang  sah menikah pada

tanggal 4 Juni 2008 dan sudah dikaruniai satu anak;

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-

kurangnya  sejak  tahun  2012 karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  disebabkan Tergugat  mempunyai  hubungan  dekat

dengan perempuan lain;

3. Antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah rumah  sejak  tahun

2014 sampai sekarang, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

5. Bahwa pihak  keluarga  telah  berupaya  mendamaikan Penggugat dan

Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  atas,  Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  (f) Kompilasi  Hukum

Islam,  bahwa  suatu  gugatan  cerai  dipandang  beralasan  hukum  dan  tidak

melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f).  “Suami

istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang,  bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan

secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut

dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik,  Penggugat
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dan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak tahun 2014 sekarang sehingga

sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri

dan  keluarga  serta  pengadilanpun  juga  sudah  berusaha  untuk  menasehati

Penggugat  agar  rukun  lagi  dengan  Tergugat,  namun  tidak  berhasil,  maka

secara  kontekstual  patut  dimaknai  sebagai  perselisihan  dan  pertengkaran

dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari

kitab Ghayatul  Maram li  Syaikhil  Majdi yang  kemudian  diambil  alih  menjadi

pendapat majelis yang berbunyi:  

طلقة          القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذا

Artinya: “Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka

hakim menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat

untuk  bercerai  dengan  Tergugat  sebagaimana  maksud  penjelasan  Pasal  39

ayat  2  huruf  (f)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan

sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun

2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975  tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo.

Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.  Oleh

karena  itu, gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dari  Tergugat  sebagaimana

petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak 1

(satu) ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  terkait  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  aquo,

sebagaimana ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  7  Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana

yang tercantum pada diktum amar putusan aquo;

Hlm. 9 dari 12 Put. No.1120/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik

melalui  Sistem Informasi  Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal  26

Peraturan Mahkamah Agung Nomor  7  Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua

Mahkamah  Agung  Nomor  363/KMA/SK/XII/2022  tentang  Petunjuk  Teknis

Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Perdata,  Perdata  Agama  dan  Tata

Usaha  Negara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  angka  III  romawi  huruf  (c)

angka  7  tentang  Putusan,  maka  putusan  ini  diucapkan  secara  elektronik

dengan mengunggah Salinan Putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan,

dan berdasarkan angka 8 huruf c Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  Nomor  129/KMA/SK/VIII/2019  tanggal  13  Agustus  2019

tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Secara  Elektronik,  maka  putusan  ini  dilakukan  secara  elektronik  dengan

dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi dan  patut  untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Tangerang pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah,

S.Ag.,  M.A., sebagai  Ketua Majelis, Asrori  Amin,  S.H.I,  M.H.I.,  dan  Rohmat,

S.Ag.,  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota dan  putusan  tersebut

diucapkan pada  hari  itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum serta

disampaikan  kepada  para  pihak  melalui  Sistem  Informasi  Pengadilan oleh

Ketua Majelis  dengan  didampingi  Hakim-hakim  Anggota tersebut  dan  Eka
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Kurniati Khadam, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

       Hakim Anggota,                       Ketua Majelis

               ttd.          ttd.                  

Asrori Amin, S.H.I, M.H.I.                  Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

      Hakim Anggota,

ttd.

            Rohmat, S.Ag., M.H.

         Panitera Pengganti,

                                                                                                    ttd.

                                                                           Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran    Rp  30.000,00

� - Panggilan pertama pihak    Rp  20.000,00

� - Redaksi    Rp  10.000,00

2. Biaya Proses           Rp125.000,00

3. Panggilan        Rp  68.000,00

4. Meterai                   Rp  10  .00  0,  00  

    Jumlah                                         Rp263.000,00 

                                                           (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) 

Hlm. 11 dari 12 Put. No.1120/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11


